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ABSTRAK

Pada penelitian ini terdapat dua masalah penclitian, yaitu unfair trade dalam RCEP
serta tidak adanya transparansi informasi mengenai perkembangan RCEP, baik di
Indonesia maupun negara-negara anggota RCEP lainnya. Sikap tidak transparan ini
menyebabkan sulitnya advokasi fair trade yang dilakukan oleh 1GJ dalam RCEP. Oleh
karena itu. penclitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 1GJ dalam
advokasi fuir trade di RCEP. Adapun konsep yang digunakan adalah peran NGO
dalam politik internasional oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter. Kemudian,
metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksploratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan 1GJ dalam advokasi
Jair trade di RCEP terdapat berbagai macam. Pertama, advocacy and lobbying, 1G)
melakukan politik informasi dengan cara mempublikasikan catatan kritis, press
release, dan menyebarkan kampanye di media sosial serta politik leverage dengan
membangun jaringan dalam negeri dan luar negeri. Di samping itu. dalam proses
advokasi. 1GJ juga melakukan advokasi litigasi berupa uji materil UL 24/2000 tentang
Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi serta advokasi non litigasi dengan
melakukan lobi DPR untuk diskusi bersama membahas isu-isu RCEP. Kedua, public
education and consciousness raising yang dilakukan dengan melakukan kampanye,
diskusi publik. dan aksi yang dilakukan secara aksi di tingkat nasional dan regional.
Kegiatan kampanyve biasanya dilaksanakan melalui media sosial. yailu instagram.,
Ketiga, agenda sctting, 1G) dan koalisi MKE menyarankan agar pemerintah
mendalami penilaian dampak HAM vang komprehensif pada saat kesepakatan
dirundingkan, sebelum  kesepakatan  diratifikasi,  dan  setelah kesepakatan
diimplementasikan. Keempat, agenda setting in global decision making arena, 1G)
berpartisipasi dalam pertemuan para NGO dan INGO dalam merespon dan melobi para

negosiator RCEP agar lebih transparan dan menyampaikan beberapa catatan kritis
mereka.

Kata kunci: 1GJ, Advokasi, RCEP, Fair Trade. NGO

Ketua Prodi llmu Hubungan Internasional

Pembimbing |
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ABSTRACT

In this study there are two research problems, namely the unfair trade in the RCEP
mentioned previously and the lack of transparency of information regarding the
development of RCEP. both in Indonesia and other RCEP member countries. This non-
transparency tribulated 1GJ to advocate fair trade in RCEP. Therefore, this study aims
to find out how IGJ's strategy in advocating fair trade at RCEP is. The concept used
is the role of NGOs in international politics by Shamima Ahmed and David M. Potter.
Then, the research method used is an exploratory qualitative research method.

The results of this study indicates that the strategies adopted by IGJ in advocating fair
trade at RCEP are of various kinds. First, advocacy and lobbying, 1GJ conducts
information politics by publishing critical notes. press releases, and spreading
campaigns on social media and also leverage politics by building domestic and foreign
networks. In addition. in the advocacy process. 1GJ also conducts litigation advocacy
in the form of judicial review of Law 242000 on International Treaties to the
Constitutional Court and non-litigation advocacy by lobbying the parlemen for
discussing about RCEP issues. Second, public education and consciousness raising
which is carried out by conducting campaigns, public discussions, and taking action
on the regional and regional level. Campaign activities are usually carried out through
social media by Instagram. Third. agenda setting. 1G.J and the MKE coalition suggest
the government undertakes a comprehensive human rights impact assessment at the
time the agreement is negotiated, before the agreement is ratified, and after the
agreement is implemented Fourth, setting the agenda in the global decision making
arena, where 1GJ participates with other NGOs and INGOs meetings within
responding and lobbying RCLP negotiators 1o be more transparent and convey some
of their critical notes.

Keywords: 1GJ. Advocacy, RCEP, Fair Trade, NGO
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menanggapi dinamika ekonomi kawasan dan dunia, ASEAN membentuk
Mega Free Trade Area yang terangkum dalam kerangka kerjasama RCEP. Hal ini
berbanding lurus dengan pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang keempat,
yakni integrasi ASEAN dengan perekonomian global (Ragimun, 2018). RCEP merupakan
singkatan dari Regional Comprehensive Economic Partnership. Kerja sama ini
melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan beberapa negara mitra, diantaranya Australia,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Selandia Baru, dan Jepang (Xinhua,
2020).

Fawcett dalam jurnal Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif mengatakan bahwa sejak tahun 1945
regionalisme terus berkembang. Fawcett mengatakan bahwa terdapat pembagian old
regionalisme yang terdiri dari gelombang pertama dan kedua. Selanjutnya, ada new
regionalism yang terdapat pada gelombang ketiga. Fawcett mengemukakan bahwa RCEP
merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi regional yang termasuk dalam new
regionalism (Syahdani, 2021). New regionalism terjadi pasca Perang Dingin dan ditandai
dengan pendirian organisasi regional di Asia, Amerika, dan Afrika. Level integrasi dalam
RCEP ini berbentuk FTA, yang mana aktor yang terlibat memiliki ruang dalam menyusun
kebijakan impor-ekspor dan moneter masing-masing negara.

RCEP diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2011, tepatnya ketika Indonesia
menjadi Ketua ASEAN (Hamid, 2022). Oleh sebab itu, Indonesia ditunjuk sebagai Ketua

Perundingan atau Trade to Negotiation Committee (TNC). RCEP merupakan sebuah kerja



sama ekonomi besar di dunia. Kerja sama ini akan mempresentasikan 30% PDB dunia,
29% PMA atau Penanaman Modal Asing dunia, dan akan melibatkan sekitar 30%
penduduk dunia (Ekon.go.id, 2021).

Perjanjian RCEP ditandatangani oleh para negara anggota pada 15 November
2020 (Timorria, 2020). Perjanjian ini memuat 20 bab, 4 lampiran komitmen perjanjian,
serta lampiran teks perjanjian. Adapun bab-bab yang termaktub di dalam perjanjian ini
diantaranya yaitu ketentuan awal dan definisi umum, perdagangan barang, ketentuan
barang, prosedur kepabean dan fasilitas, UKM, perdagangan, sanitasi & standar
Phytosanitary, standar teknis & prosedur penilaian, kompetisi, trade remedies, e-
commerce, perdagangan jasa, pergerakan manusia, investasi, HKI, kerja sama ekonomi &
teknis, proses pengadaan oleh pemerintah, ketentuan umum & pengecualian,
kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan akhir.

Pada masa perundingan RCEP, terdapat beberapa permasalahan yang menyita
perhatian publik. Pertama, pada perundingan putaran ke-20 yang digelar di Incheon,
Korea Selatan dikabarkan tidak mencapai target. Pada perundingan tersebut sangat sulit
untuk menyepakati komitmen pembukaan akses pasar barang dan jasa hingga 90% (IGJ,
2017). Para negara anggota berupaya menjaga pasar negaranya masing-masing agar tidak
dibanjiri produk impor.

Kedua, pada hakikatnya, RCEP hanya akan menguntungkan pihak negara mitra
ASEAN. Hal tersebut disebabkan 50% dari nilai keseimbangan perdagangan ASEAN
mengalami defisit perdagangan, khususnya dengan Jepang (-9,4%), Tiongkok (-57,9%),
dan Korea Selatan (-67,5%) pada tahun 2015, serta memiliki angka ketergantungan
perdagangan yang didominasi perdagangan intra ASEAN sebesar 23,9% (Hertanti, 2017).

Lebih lanjut, para ekonom juga memperkirakan bahwa Malaysia akan kehilangan



pendapatannya sebesar 2,2 dolar AS dan Kamboja akan mengalami kerugian senilai
1,24% PDB-nya di tahun 2019 apabila bergabung dalam RCEP (Syahrianto, 2021).

Ketiga, hal yang dinilai akan merugikan negara ASEAN adalah mengenai isu
investasi. 1GJ khawatir akan adanya gugatan korporasi terhadap negara di masa yang
akan datang. Pada bab investasi yang mengatur terkait sengketa investasi harus dihapus
dari perundingan, sebab akan mempermudah investor untuk menggugat negara tapi tidak
berlaku sebaliknya. Direktur IGJ, Rachmi Hertanti menghimbau agar pemerintah tidak
mencantumkan mekanisme ISDS (Investor State Dispute Settlement), yaitu sebuah
mekanisme yang memperbolehkan investor menggugat negara (Syahreza, 2019). Hampir
keseluruhan gugatan berhubungan dengan pertambangan dan penggalian, manufaktur dan
kegiatan financial, serta asuransi.

Pembahasan mekanisme ISDS ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat
penting. Negara-negara berkembang menganggap bahwa pada mekanisme ISDS, mereka
memiliki daya bargaining yang lemah (Matauseja, 2020). Lalu, ini juga menjadi
permasalahan yang unik karena negara yang seharusnya mempertahankan kekuasaannya
atas penegakan perjanjian internasional, namun justru harus patuh pada external control,
dalam hal ini adalah investor yang bisa saja terdiri dari seorang individu atau sekelompok
orang (Jaswant, 2019). Secara garis besar, mekanisme ISDS memiliki tiga kekurangan,
yaitu kurangnya konsistensi dalam keputusan, netralitas para arbitrase, dan transparansi
dalam prosesnya (Benedetti, 2019).

Pada permasalahan sengketa investasi yang berujung merugikan negara yang
pernah terjadi di negara-negara ASEAN, yaitu di Indonesia dan Laos. Pada tahun 2004,
Indonesia dilaporkan ke arbitrase internasional oleh PT Cemex karena dituduh melanggar
perjanjian dengan membatalkan pemberian saham PT Semen Gresik (BUMN) sebesar

51%, yang sebenarnya ini adalah upaya Indonesia melindungi usaha negaranya



(Sipayung, 2019). Pada akhirnya, Indonesia kalah pada persidangan dan digugat
kompensasi sejumlah 337 juta dolar AS. Selanjutnya, gugatan sengketa investasi juga
dialami oleh negara Laos pada tahun 2012 oleh Lao Holdings atas dugaan korupsi.
Sehingga, Laos dituntut 400 juta dolar AS (Bi, 2012). Dari dua contoh kasus tersebut,
maka apabila mekanisme ISDS disepakati, maka ditakutkan akan mengganggu kedaulatan
negara penerima investasi.

Hal keempat, refleksi pada pendalaman bagian e-commerce. RCEP seharusnya
memperhatikan lokalisasi data dan arus informasi guna memperoleh perhatian dan
kebijakan lebih lanjut dan sesegera mungkin. Dengan ketidaksiapan perhatian dan
kebijakan dari negara, maka akan mengurangi efektivitas pemanfaatan e-commerce
(Rachman, 2022). Lebih lanjut, permasalahan kurangnya jaminan keamanan lokalisasi
dan perlindungan data harus sangat diperhatikan bagi negara-negara yang memiliki
ketertinggalan teknologi, sebab transmisi data cross border tanpa perlindungan jaminan
keamanan yang baik hanya akan menguntungkan korporasi-korporasi besar (Gultom,
2019).

Inti dari efektivitas e-commerce adalah jaminan keamanan data. Negara-negara
anggota ASEAN yang terdiri dari negara miskin dan menengah memiliki keamanan data
yang belum maksimal. Hal ini terbukti dari paparan Kaspersky, perusahaan cyber security
yang melakukan survei Kaspersky Global Corporate IT Security Risks Survey (ITSRS)
bahwa telah terjadi kebocoran data di Asia Tenggara dan mengalami kerugian sejumlah
1,10 juta dolar AS pada tahun 2019 (Kure, 2020). Selain itu, terdapat kasus kebocoran
data e-commerce Tokopedia Indonesia sejumlah 91 juta data dan dijual ke dark web
senilai 5.000 dolar AS pada Mei 2020 (Maharani, 2022). Tidak hanya Indonesia,
Singapura juga belum memiliki jaminan keamanan data yang baik. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya kebocoran 1,1 juta data e-commerce Lazada Singapura (Kurniadi, 2020).



Kelima, pada perundingan putaran ke-17 yang diselenggarakan di Kobe, Jepang,
seluruh partisipan melanjutkan pembahasan bab-bab yang alot disepakati, diantaranya bab
akses pasar terhadap barang, jasa, dan investasi, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
Salah satu bagian yang paling disoroti adalah pada pembahasan mengenai HKI, yang
mana beberapa negara anggota mendorong disepakatinya TRIPS Plus (Megawati, 2017).
TRIPS Plus adalah perlindungan HKI dengan standar yang lebih tinggi daripada standar
minimum yang ditetapkan oleh WTO, yakni TRIPS (Sanib, 2019).

TRIPS Plus dikhawatirkan akan berdampak buruk dalam bidang pertanian dan
kesehatan. Pada bidang pertanian, hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi petani yang
sedang mengembangkan benihnya. Kemudian, di bidang kesehatan akan berdampak pada
akses pasar terhadap obat murah. Adapun perlindungan paten obat-obatan dalam TRIPS
Plus memuat pembatasan lisensi wajib, pembatasan pada exhaustion of rights dan impor
paralel, perpanjangan masa paten, dan eksklusivitas atas uji data mengenai produk kimia
dan farmasi.

Ketentuan TRIPS Plus jika benar-benar disepakati sepenuhnya, maka negara
anggota ASEAN, khususnya Thailand akan mendapatkan kesulitan besar pada akses obat-
obatan. Menilik pengalaman sebelumnya, ketentuan dalam FTA AS-Thailand yang juga
menerapkan TRIPS Plus cenderung membatasi fleksibilitas pemerintah untuk
menerbitkan lisensi wajib dan akan menciptakan sejumlah hambatan lain untuk produksi
dan pemasaran obat generik dengan memperluas paten perlindungan di luar jangka waktu
maksimum 20 tahun yang ditetapkan berdasarkan TRIPS (Chalongsuk, 2002). Artinya,
periode monopoli akan semakin menunda pengenalan obat generik yang terjangkau
produksi lokal perusahaan di Thailand. Maka, dengan ketentuan yang sama pada TRIPS
Plus di wadah yang berbeda, dalam hal ini adalah RCEP, kesulitan yang sama juga akan

terjadi kembali.



IGJ atau Indonesia for Global Justice adalah salah satu NGO di Indonesia.
Beberapa hal yang dilakukan 1GJ meliputi kegiatan riset, monitoring, studi dan publikasi,
hingga advokasi dan kampanye. IGJ merupakan satu-satunya NGO di Indonesia yang
berkiprah pada isu liberalisasi perdagangan (Justice, 2022). IGJ memberikan informasi
analitis tentang isu-isu globalisasi perdagangan yang berbeda. IGJ juga memiliki misi
guna memperoleh perubahan menuju sistem perdagangan adil yang melalui
pengembangan kesadaran kritis, serta pemberdayaan kelompok-kelompok strategis dalam
masyarakat sipil.

IGJ telah menggagas dan aktif sebagai penggerak Koalisi Masyarakat untuk
Keadilan Ekonomi di Indonesia atau yang sering disebut dengan MKE. MKE melibatkan
beberapa organisasi masyarakat sipil yang berkiprah pada bidang keadilan dan ekonomi.
Beberapa isu yang dikaji IGJ selalu didalami bersama dengan jaringan lokal dan
internasionalnya.

IGJ bekerja pada isu-isu liberalisasi perdagangan dunia, khususnya dalam
memantau dan merespon isu-isu prioritas terkait perdagangan, yaitu WTO, kebijakan
tentang perdagangan nasional (investasi, fasilitas perdagangan, serta kebijakan
persaingan), Perjanjian Perdagangan Bebas, ASEAN, G20, hingga RCEP. IGJ mengawal
perkembangan RCEP dengan melakukan diskusi dan kampanye mengenai isu ini. Selain
itu, guna mempermudah pengawalan isu, IGJ juga berupaya memperluas relasi baik
nasional maupun internasional. Akan tetapi, IGJ kerap mengalami kesulitan dalam
mengakses data dan informasi terkait perundingan yang sedang berlangsung. RCEP

dinilai sangat rahasia dan tidak transparan (Rai, 2016).



1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana strategi 1GJ (Indonesia for Global Justice) dalam advokasi fair trade

di RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi IGJ (Indonesia for
Global Justice) dalam advokasi fair trade di RCEP (Regional Comprehensive Economic

Partnership).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat berguna dalam pengembangan ilmu
pengetahuan, lebih khususnya mengenai strategi 1GJ (Indonesia for Global
Justice) dalam advokasi fair trade di RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership).

b. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menjadikan penelitian ini

sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai topik atau isu yang serupa.
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